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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara demokrasi yang berkedaulatan kepada rakyat. 

Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat seperti yang tercantum dalam pembukaan 

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 1, bahwa negara Indonesia ialah negara 

kesatuan yang berbentuk republik dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedaulatan 

rakyat menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan paling tinggi dari sebuah 

negara, dengan menggunakan suatu sistem perwakilan atau demokrasi. 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedaulatan merupakan kekuasaan 

tertinggi atas pemerintahan negara. Kedaulatan dari suatu negara tidak bersifat mutlak, 

akan tetapi terbatas akan hal-hal tertentu yang wajib dihormati oleh negara lain. 

Negara Indonesia telah menerapkan kedaulatan rakyat, artinya jalannya pemerintah 

mendapat kepercayaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Istilah kedaulatan 

rakyat ini seringkali dipandupandankan dengan istilah demokrasi. Makna dari 

kedaulatan dari berbagai pengertian dapat diartikan sebagai suatu wewenang kesatuan 

politik. Demokrasi yang merupakan pemerintahan bersumber dari rakyat, maka 

jalannya kekuasaan harus tetap merujuk pada kepentingan rakyat.  

Indonesia telah hadir dan masih mampu dalam mempertahankan dirinya sebagai 

ikon demokrasi yang diikuti oleh negara lain. Sebagai salah satu negara demokrasi 

terbesar di dunia, Indonesia dalam lebih dari sepuluh tahun terus tumbuh dan berubah 

dengan keragamannya dalam masyarakat, dinamika dan keragaman masalah. 

Penegakan negara demokrasi yang sesungguhnya ditandai oleh perubahan dalam 

struktural pengaturan terhadap amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik 
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Indonesia 1945. Hal ini bercirikan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 

dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)  yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat 

yang diwarnai oleh partisipasi masyarakat (political participation) sebagai proses 

keterlibatan masyarakat dalam kepatuhan hukum maupun mencari jawaban dari 

berbagai tuntutan masyarakat local terhadap upaya pendalaman demokrasi (deepening 

democracy). 

Pada negara-negara yang menganut sistem demokrasi, termasuk Indonesia, 

penyelenggaraan pemilihan di samping untuk menyeleksi penyelenggara negara juga 

dimaksudkan untuk proses edukasi terhadap masyarakat guna mewujudukan 

kedaulatan rakyat dan memastikan kekuasaan berada di tangan rakyat. Demokrasi 

memiliki beberapa konsep seperti demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, 

demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, dan demokrasi nasional. 

Semua konsep ini menggunakan istilah demokrasi yang menurut asal kata “rakyat 

berkuasa” atau “government or rule by the people”. Dalam Bahasa Yunani demos 

berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa. 

Pemilu dan Pilkada dalam tahap selanjutnya dimaksudkan untuk melakukan 

pergantian pemimpin melalui proses demokrasi secara konstitusional tanpa ancaman 

maupun intimidasi dari pihak manapun, sehingga akan terselenggara pemilihan yang 

berkualitas dan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat untuk lebih mampu dalam 

mengelola pemerintahan yang baik, hingga pada akhirnya akan menghasilkan 

pemimpin yang berkompeten, berkualitas serta berpihak kepada rakyat.  

 Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di 

pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan oleh masyarakat di suatu 

negara dengan syarat tertentu. Secara umum Pemilu merupakan cara yang dilakukan 
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oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta 

dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih 

wakilnya di pemerintahan. 

Pemilihan Kepala Daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian 

rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik 

Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil 

Walikota. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan 

yang nilainya equivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Equivalen tersebut 

ditunjukan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.  

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus melalui jalan panjang 

nan terjal. Cita-cita terselenggaranya pemilihan umum Indonesia yang pertama kali, 

muncul segera setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Indonesia sendiri 

menganut sistem pemilihan umum multy member constituency. Dalam kurun waktu 77 

tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Indonesia telah melaksanakan Pemilihan 

Umum sebanyak sepuluh kali, dimulai dengan Pemilihan Umum tahun 1955 hingga 

yang paling baru adalah Pemilihan Umum yang dilaksanakan tahun 2019. Multy-

member Constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya 

dinamakan sistem perwakilan berimbang atau Sistem Proporsional) 

Pemilihan dilaksanakan dengan LUBER dan JURDIL, yaitu Langsung, Umum, 

Bebas, dan Rahasia serta Jujur dan Adil. Dalam pelaksanaananya dituntut adanya 

prinsip-prinsip tersebut. Dengan ditaatinya prinsip tersebut maka proses jalannya 

Pemilihan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Rakyat Indonesia dapat bebas 

menentukan pilihannya dengan leluasa, juga bebas dari hal-hal buruk yang tidak 

diinginkan. 
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Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat 

(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, 

Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas 

PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah : ”sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah 

Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk 

memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”. 

Pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia merupakan amanah langsung 

dari gerakan reformasi tahun 1998. Menimbang perlunya partisipasi yang kuat dari 

masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam pemilihan pemimpinnya, maka 

pemilihan kepala daerah menjadi momentum demokrasi yang paling penting dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebagai wujud implementasi 

demokrasi, pilkada dimaksudkan tidak saja untuk memenuhi hasrat mengganti 

mekanisme lama pemilihan pemimpin dan wakil rakyat gaya otoriterisme, tetapi juga 

secara filosofis ingin menggapai pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang 

berkelanjutan, yaitu mengembangkan partisipasi dan responsivitas serta akuntabilitas 

secara menyeluruh. 

Pelaksanaan pilkada merupakan sebuah perintah konstitusional sebagaimana 

yang telah diterjemahkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan dan 

peraturan perundang-undangan. Perintah konstitusional tersebut tidak sekadar guna 

melaksanakan pilkada, melainkan turut pula melaksanakan perintah konstitusional 

untuk memberikan penguatan pemerintahan daerah sebagaimana yang diatur dalam 

Pasal 18 UUD 1945 atau yang kita kenal dengan desentralisasi. 
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 Tentunya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tidak terlepas dari suatu 

Lembaga yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu dan lembaga tersebut 

memiliki peran yang penting, salah satunya yaitu Bawaslu. Upaya  meningkatkan dan 

memaksimalkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang memberikan kepastian 

terhadap tegaknya kedaulatan dan hak pilih dari masyarakat ditentukan oleh 

profesionalitas, kapabilitas, dan kredibilitas lembaga tersebut. Undang-undang Nomor 

22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur Komisi Pemilihan Umum 

(KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara 

pemilihan umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang bersifat ad 

hoc sebagai lembaga pengawas pemilihan umum.  

 Kedudukan Bawaslu semakin diperkuat dalam Undang-Undang No 7 tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum dengan beberapa perubahan aturan. Beberapa 

perubahan tersebut antara lain yaitu penambahan jumlah anggota Bawaslu dan 

perluasan kewenangan Bawaslu. Bertitik tolak sejarah pemilu yang masih ada 

pelanggaran pada tahun 2018 dan 2019, tentunya peraturan baru tentang Bawaslu yang 

tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 ini akan memengaruhi kinerja 

Bawaslu kedepannya yang diharapkan akan lebih baik dibandingkan dengan peraturan 

sebelumnya. Keberadaan Bawaslu dalam proses pelaksanaan pemilu dari waktu ke 

waktu akan semakin memengaruhi dalam jalannya proses penyelenggaraan pemilu. 

Oleh karena itu, ketika adanya perubahan Undang-undang pemilu maka peraturan 

tentang Bawaslu juga terjadi perubahan. Perubahan tersebut tidak lain bertujuan guna 

memperkuat keberadaan Bawaslu dalam Pemilu.  



6 
 

 

 Sebelumnya, putusan Mahkamah Konstitusi No.11/PUU-VII/2010 telah 

menempatkan Bawaslu sebagai lembaga mandiri, sebagaimana KPU. Keputusan ini 

menegaskan bahwa secara kelembagaan Bawaslu bukan lagi termasuk bagian dari 

KPU; Bawaslu juga tidak lagi dibentuk oleh KPU. Posisi Bawaslu merupakan lembaga 

mandiri, kedudukannya sejajar dengan KPU, yaitu sebagai lembaga penyelenggara 

Pemilu yang bersifat nasional, tetap serta mandiri seperti yang tertuang pada Pasal 22E 

Ayat (5) UUD 1945. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan 

pemilihan umum, jajaran Bawaslu dari tingkat pusat hingga ke tingkat kecamatan 

melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam pengawasan Pemilu. Bawaslu 

memiliki kewajiban dalam menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan 

dengan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

mengenai Pemilu. Semua jajaran Bawaslu, dari pengawas tingkat pusat hingga 

pengawas tingkat TPS wajib menerima dan menindaklanjuti laporan yang datangnya 

dari masyarakat tersebut. Hal ini dijelaskan dalam Undang-undang no. 15 Tahun 2011 

pasal 74 poin C. 

 Menurut UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, netralitas pada 

ASN diartikan sebagai suatu konsep atau nilai dasar dalam menjaga konsistensi kinerja 

penyelenggaraan birokrasi serta tidak berpihak pada kepentingan apapun. Netralitas 

ASN juga diartikan sebagai kode etik dalam memperhatikan karakteristik individu 

yang berkomitmen moral, bertanggung jawab dan kompeten. Sebagai etos utama 

dalam administrasi publik, netralitas menjadi salah satu unsur penting dalam laju 

perkembangan terhadap organisasi birokrasi (Wulandari, 2020). 
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 Nilai netralitas yang dianut oleh ASN dapat tercermin dalam proses perumusan 

keputusan politik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi menurut Max 

Weber. Dengan demikian, birokrasi sebagai pelaksana kebijakan yang merupakan 

produk politik memerlukan etos netralitas sebagai jangkauan untuk mengkritik 

terhadap indikasi adanya pelanggaran politik  terbuka di lingkup administrasi publik. 

Kendati demikian, pembatasan ruang gerak pada ASN terhadap proses 

penyelenggaraan politik tidak mengintervensi seorang ASN dalam menggunakan hak 

politiknya untuk memilih dan dipilih berdasarkan mekanisme politik. 

 Pasca era reformasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) diamanatkan konstitusi 

melalui Undang-undang untuk kembali menjadi abdi negara yang profesional, 

berintegritas, dan independen serta bebas dari intervensi politik. Bawaslu bertanggung 

jawab dalam menjaga netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam mengawal jalannya 

pemilukada 2024 yang dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil 

(Luber dan Jurdil).   

 Esensi netralitas pada ASN rentan akan intervensi dari kepentingan politik, hal 

ini didasari oleh kewenangan pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang berstatus 

sebagai pejabat politik dapat mengangkat, menempatkan, memindahkan dan 

memberhentikan status kepegawaian ASN tersebut, sehingga kondisi tersebut sering 

dipengaruhi oleh kepentingan politik (Sarnawa, 2018). Selain bentuk intimidasi atau 

ancaman yang dapat menempatkan posisi ASN sebagai “alat” bagi pejabat politik 

untuk mempertahankan atau meraih jabatannya, terkadang ditemukan juga bahwa 

faktor pribadi (interpersonal) dapat berimplikasi terhadap ketidaknetralan seperti 

pemberian posisi jabatan yang tidak berdasarkan kompetensi sehingga hal tersebut 

dapat memicu buruknya iklim kerja yang bias dan tidak profesional.  
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 Berkaitan dengan peraturan netralitas ASN dalam penyelenggaraan 

pemilu/pilkada, Terdapat juga peraturan terkait netralitas ASN yang dikeluarkan oleh 

lembaga yang bersangkutan.. Selain daripada peraturan pemilu/pilkada semata, namun 

peraturan tersebut secara khusus diatur dalam peraturan ASN yang dikeluarkan 

lembaga/kementerian. Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki 

fungsi pengawasan, pencegahan, serta penegakan hukum berwenang untuk 

menindaklanjuti temuan atas pelanggaran netralitas ASN yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan mengenai pemilu dan pilkada. 

Aktor dalam manajemen adalah orang-orang maupun kelompok-kelompok yang 

terlibat dalam suatu proses manajemen publik dan memiliki pengaruh terhadap 

manajemen. Kajian terhadap para aktor dalam manajemen sangatlah penting. Baik 

dalam negara maju maupun sedang berkembang, para aktor merupakan penentu isi 

kebijakan dan pemberi warna dinamika tahap-tahap proses kebijakan. Bahkan para 

ilmuwan politik memberikan penekanan khusus pada aktor-aktor ketika menganalisis 

proses kebijakan. Aktor dalam kajian netralitas ASN dalam penelitian ini adalah 

Bawaslu dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). 

 Lembaga yang bertanggungjawab mengatur administrasi penyelenggaraan 

pilkada harus independen dan mampu mengadakan proses pilkada yang adil dan 

efektif. Jika tidak, masyarakat tidak akan mempercayai hasil pilkada. Tak kalah 

pentingnya yaitu evaluasi terhadap institusi pilkada, termasuk penegak hukum seperti 

kepolisian dan kejaksaan, yang memantau aspek-aspek tersebut secara memadai dan 

melaksanakan Tindakan efektif guna menghindari permasalahan dan kecurangan, hal 

ini untuk memastikan kesetaraan di dalam proses peradilan dan perlakuan yang sama 

dan perlindungan hukum bagi kandidat. 
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 Secara garis besar, kewenangan Bawaslu dalam hal melakukan pengawasan, 

pencegahan, dan penegakkan netralitas ASN merupakan atributif dari peraturan 

perundang-undangan. Hal tersebut secara jelas termaktub dalam Pasal 93 huruf f UU 

7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Bawaslu bertugas: “mengawasi netralitas 

aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan netralitas 

anggota Kepolisian Republik Indonesia.” 

 Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai lembaga lainnya dalam mengawasi 

netralitas aparatur sipil negara khususnya dalam dalam pelaksanaan Pilkada berfungsi   

penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi 

pemerintah. KASN merupakan lembaga mandiri yang lebih utama diberikan mandate, 

tugas, dan tanggung jawab oleh presiden dalam menjaga netralitas ASN dituntut 

mampu membuktikan kepada publik terhadap perannya tersebut. Koordinasi antarunit 

lembaga pengelola manajemen ASN baik instansi pusat maupun daerah harus 

dilaksanakan guna menyamakan persepsi dalam penegakan netralitas ASN (Permana 

dkk., 2022). 

Adapun tugas KASN, menurut Pasal 31 UU ASN adalah menjaga netralitas 

pegawai ASN, melakukan pengawasan atau pembinaan profesi ASN, dan melaporkan 

pelaksanaan tugas kepada presiden. KASN menerima laporan terhadap pelanggaran 

netralitas ASN, melakukan penelusuran data dan informasi atas Prakarsa sendiri 

terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN, dan melakukan upaya pencegahan 

pelanggaran terhadap netralitas ASN. 

 Pelanggaran terhadap berbagai tahapan penyelenggaraan Pilkada selama ini, 

secara terbuka atau terselubung, baik secara langsung maupun tidak langsung sering 

terjadi. Berbagai langkah represif sebagai tindak lanjut adanya temuan dan laporan 
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dugaan pelanggaran harus dengan sigap dan segera ditangani oleh jajaran pengawas 

Pilkada sesuai tingkatannya. Sikap profesionalitas Bawaslu dan KASN sangat dituntut 

untuk mewujudkan ASN yang bebas dari kepentingan politik.  

Penyelenggaraan pilkada memiliki dua faktor melekat yang tidak dapat 

dipisahkan, yaitu pelaksana dan kekuatan kontrol pelaksanaan pilkada. Untuk itu, 

kontrol terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara merupakan bagian dari elemen 

penyelenggaraan pilkada. Meskipun demikian, dalam praktiknya pilkada melahirkan 

berbagai konflik diantaranya dipicu oleh masalah administrasi data pemilih, netralitas 

penyelenggara pilkada, serta kurangnya kepatuhan peserta pilkada dan partai politik 

terhadap peraturan yang berlaku.  

 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Bawaslu Sumsel) dan Komisi Aparatur 

Sipil Negara (KASN) dituntut untuk menjaga proses peradilan dengan memproses dan 

menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Pilkada yang dilaporkan masyarakat 

kepada Bawaslu Sumsel. Mengenai hal tersebut, pada tahun 2020 Bawaslu Sumsel 

mencatat adanya 20 orang aparatur sipil negara (ASN) yang diduga melanggar 

netralitas pilkada serentak 2020. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan dugaan dari 

pelapor yang disampaikan kepada Bawaslu dan langsung ditindaklanjuti kepada 

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).  

Tabel 1. Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pilkada Sumsel Tahun 2020 

No. Pelapor Jumlah 

Laporan 

Asal Pelapor 

1. Bawaslu Kabupaten Ogan 

Ilir 

1 Kabupaten Ogan Ilir 

2. Bawaslu Kabupaten Musi 

Rawas Utara 

19 Kabupaten Musi Rawas 

Utara 

3. Bawaslu Kabupaten Musi 

Rawas 

2 Kabupaten Musi Rawas 

4. Masyarakat 1 Kabupaten Musi Rawas 
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5. Masyarakat 1 Kabupaten Ogan 

Komering Ulu 

Sumber: PPID KASN, 2022. 

Berdasarkan tabel 1, secara signifikan menunjukan adanya laporan pelanggaran 

Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemillihan Kepala Daerah di Provinsi Sumatera 

Selatan tahun 2020. Bawaslu Sumsel tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, 

akan tetapi juga sebagai pengawas pemilu termasuk pengawasan terhadap netralitas 

ASN, TNI, maupun Polri. Atas dasar wewenang tersebut, Bawaslu Sumsel dan KASN 

dalam hal menangani netralitas ASN tidak hanya dalam konteks penegakan hukum 

ansich (pro Justitia), tetapi juga dalam konteks melakukan pengawasan dengan kata 

lain pintu masuk wewenang Bawaslu Sumsel dan KASN dalam menangani netralitas 

ASN dapat melalui fungsi pengawasan dan dapat pula melalui fungsi penegakan 

hukum. Akibat kedua fungsi tersebut bertumpuk pada Bawaslu dan KASN maka 

kewenangannya bertambah luas dalam menangani netralitas ASN. 

 Pelanggaran netralitas ASN yang telah melanggar ketentuan Pemilihan maka 

akan langsung direkomendasikan ke KPU atau ke KASN maupun Kepolisian 

manakala berupa pelanggaran pidana pemilihan, sedangkan jika berdasarkan hasil 

kajian tidak ditemukan pelanggaran dalam bentuk netralitas ASN tersebut maka proses 

penanganan dihentikan. Namun, apabila berupa pelanggaran terhadap ketentuan di 

luar UU Pemilihan, Bawaslu meneruskan kepada instansi yang berwenang (Pasal 36 

Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan 

Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota). 

 Urgensi penanganan ketidaknetralan ASN perlu segera dioptimalkan sehingga 

prinsip netralitas yang dianut dalam dirinya dapat memberikan hasil kinerja yang stabil 
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serta selaras dengan daya guna yang dioptimalisasikan dengan hasil guna yang 

diberikan. Prinsip netralitas dapat menjadi faktor pendukung dalam menciptakan 

produktivitas ruang lingkup ASN yang professional sehingga mencapai target dapat 

didukung dengan konsep manajemen strategis terkait sumber daya manusia, yakni 

penyelenggaraan sistem merit yang terstruktur. Penyelenggaraan ASN yang bersifat 

professional dapat didukung dengan penerapan manajemen ASN, sistem merit 

merupakan faktor penting dalam pengembangan potensi dalam (human capital) sesuai 

dengan Pasal 51 UU ASN. Penyelenggaraan manajemen yang efektif melalui desain 

sistem merit yang lebih komprehensif dapat mencegah adanya praktik transaksional 

jabatan yang berpotensi intervensi dari berbagai hambatan seperti keberpihakan, 

diskriminatif, pengaruh politik hingga kepentingan kelompok lainnya. 

 Penelitian ini mengacu pada  Teori ACTORS yang dikemukakan oleh Sarah 

Cook dan Steve Macaulay (1997), Integritas dan profesionalitas Bawaslu Sumsel dan 

KASN selaku ACTORS dalam menyikapi laporan dugaan pelanggaran netralitas 

aparatur sipil negara pada pilkada Sumatera Selatan Tahun 2020 akan dianalisis.  

Analisis ACTORS disajikan secara kronologis dengan urutan authority (wewenang), 

confidence and competence (rasa percaya diri dan kemampuan), trust (keyakinan) 

oppurtinities (kesempatan), responsibilities (tanggung jawab), dan support 

(dukungan).  Penelitian ini mengalami keterbatasan terhadap pengembangan teori 

yang digunakan namun penulis akan terus melakukan pengembangan guna 

penyelesaian penelitian ini. 

Penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa Penegakan hukum 

terhadap netralitas PNS, dalam realisasinya mengalami kesulitan Netralitas yang 

dimaksud dalam studi ini adalah sebuah komitmen bagi ASN dalam rangka  
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menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak; dan tidak melakukan 

pelanggaran konflik kepentingan dalam tugasnya; serta tidak menyalahgunakan tugas, 

status, kekuasaan dan jabatannya. Netralitas PNS dalam partai politik memang 

diperlukan, Namun dalam Keanggotaan anggota Dewan, hendaknya melibatkan 

keterwakilan dari PNS, TNI dan POLRI, melalui penunjukkan, sehingga akan 

mewarnai kehidupan yang lebih demokratis. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada Bawaslu Provinsi Sumatera 

Selatan. Maka perlu dilakukan penelitian lebih dalam dengan judul: “Analisis 

ACTORS Dalam Menyikapi Laporan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara 

Pada Pilkada Sumatera Selatan 2020” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

Bagaimana sikap ACTORS dalam menyikapi laporan pelanggaran netralitas 

aparatur sipil negara pada pemilihan kepala daerah di Sumatera Selatan tahun 2020? 

1.3 Tujuan Penelitian   

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi dan 

menganalisis sikap ACTORS dalam menyikapi laporan  pelanggaran netralitas aparatur 

sipil negara pada pemilihan kepala daerah di Sumatera Selatan tahun 2020.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu adiministrasi 

publik khususnya manajemen publik terkait peran ACTORS dalam menyukseskan 

Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia serta bagi penelitian selanjutnya. 
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1.4.2 Secara Praktis  

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum 

dan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam menyikapi laporan dugaan pelanggaran 

netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah. 
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